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Kata Penganta r.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan karunia-Nya penyusunan Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024
dapat diselesaikan.

Penyusunan Buku Saku ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk
memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

Sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor
terus ditingkatkan melalui mekanisme pelayanan informasi publik.
Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-
baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini
disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas
Komunikasi dan Informatika Utama Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa
Barat. Buku saku ini memuat gambaran implementasi beserta Alur
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Maret 2024
Pejabat Pengelola Informasi &
Dokumentasi Utama Pemerintah Kota Bogor

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004



Daftar Isi.

Kata Pengantar

Daftar Isi

Tata Cara Layanan Informasi Publik

Tata Cara Layanan Keberatan

Tata cara Sengketa Informasi Publik

Lampiran
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Singkatan
yang ada
Pada PPID.

DIP
Daftar Informasi Publik
catatan yang berisi
keterangan secara
sistematis tentang seluruh
informasi publik yang
berada dibawah
penguasaan Badan Publik

Diskominfo Kota Bogor

UU KIP

Undang-Undang
Keterbukaan Informasi
Publik

PPID
Pejabat Pengelola Infomasi
dan Dokumentasi adalah
pejabat yang bertanggung
jawab di bidang
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di
Badan Publik

BADAN PUBLIK

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.
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Singkatan
yang ada
Pada PPID.

SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Sengketa yang terjadi
antara badan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota 15 Bab |
Pendahuluan publik dan
pengguna informasi
publik yang berkaitan
dengan hak
memperoleh dan
menggunakan informasi

berdasarkan
perundangundangan.

PERKI

Peraturan Komisi Informasi

PEMOHON
INFORMASI PUBLIK

Warga negara
dan/atau badan hukum
Indonesia yang
mengajukan
permintaan informasi
publik sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.
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Apa Saja Sih
Kelengkapan PPID di
Perangkat Daerah?

Ruang
D Standar Pelayanan
PPID Pelayanan Informasi
Publik

Register & « Kelengkapan » I:aftar
Informasi
Format
PPID Publik
Web/ Laporan )
aplikasi Anggaran \
KIP ]
PPID '

e

« Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi bertujuan untuk memfasilitasi
penyampaian informasi publik. Layanan informasi tidak harus

sebagai bentuk fisik meja ataupun berupa customer service di
tiap Perangkat daerah, tapi juga berfungsi sebagai media
informasi lainnya. Dalam hal ini perlu disiapkan sarana dan
prasarana pendukung serta petugas pelayanan informasinya.
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- Laporan KIP UU KIP

Badan Publik berkewajiban untuk membuat dan mengumumkan
laporan pelayanan informasinya sebagai proses evaluasi
terhadap pelaksanaan kinerja PPID Perangkat Daerah. Selain
diumumkan pada web PPID Utama, laporan juga disampaikan
kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah dan kepada Komisi
Informasi Propinsi Jawa Barat.

- Web PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama dan juga
Web yang ada pada Perangkat Daerah, merupakan sistem yang
mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan
informasi PPID, baik oleh PPID Utama maupun PPID Pelaksana
dan digunakan untuk membantu Pemerintah Kota Bogor dalam
memberikan transpransi data dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan
Website yang ditanamkan aplikasi PPID Pemda berfungsi untuk
menyebarkan informasi dan menjembatan Pemerintah Daerah
dengan Publik.

- Register dan Format

Format pengajuan permohonan informasi pada meja informasi
wajib disertakan, baik pada web, email maupun secara fisik, hal
ini dilokukan guna mengetahui permohonan apa yang
dimohonkan oleh pemohon dan secara tidak langsung kita
berinteraksi dengan pemohon. Jangka waktu jawaban pada
saat permohonan informasi sampai dengan pemohon puas pun
diberikan waktu 10 hari ditambah 7 hari kerja apabila pemohon
puas dengan jawaban dan permohonan yang diminta maka
pelayanan informasi dikatakan selesai. Pencatatan register pun
harus dilakukan untuk mengetahui berapa banyak pemohon
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yang melakukan permohonan informasi pada Perangkat
Daerauntuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama dalam
hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor paling
sedikit 6 bulan sekali dalam 1 Tahun.

. Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu
penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa
saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi tersebut di
Perangkat Daerah. Daftar Informasi Publik juga memudahkan
masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan
kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di
Badan Publik. Daftar Informasi Publik wajib dipublish ke
masyarakat via Web PPID Utama ataupun di PPID Pelaksana
setiap tahunnya.Mengenai Informasi Dikecualikan ini juga
menjadi hal penting yang tetap dipublikasikan agar masyarakat
juga mengetahui informasi mana yang tidak boleh diberikan
sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 6 huruf a, b dan ¢ dan yang bersifat rahasia.

Ini Dasar Hukumnya

UUD 1945 » PASAL 28F
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e
/ /
I
I
sedang mengetik....

Keterbukaan

informasi itu apa??

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(Sumber: UU No.14 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 2)

Takut ga sih kalo dibuka

informasinya??
Katanya transparan.......

06




Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana

Diskominfo Kota Bogor

. _ Karena ada jenis klasifikasi
informasinya dan informasinya
itu ada juga yang

dikecualikan.

akanya...

dibuat donkkk daftar informasi

Klasifikasinya apa aja
jelasinn pleaseeee

publiknya
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o1
Informasi

Klasifikasi Berkala
Informasi Publik.

Pasal 14 dan 15 Perki No. 1 Tahun 2021

Ringkasan Informasi tentang Program Informasi tentang profil
Badan Publik

Ringkasan Informasi tentang Kinerja

Ringkasan Laporan Keuangan

Ringkasan Laporan akses Informasi Publik

Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik

Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

Pasal 19 dan 20 Perki No. 1 Tahun 2021

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum

Informasi bencana alam;

Informasi keadaan bencana nonalam;

Informasi bencana sosial;

Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyakit yang berpotensi menular;

Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik
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Informasi
Setiap Saat
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Klasifikasi
Informasi Publik.

Pasal 21 dan 22 dan Perki No. 1 Tahun 2021

Daftar Informasi Publik

« Nomor

. Ringkasan isi Informasi

- Pejabat atau unit/satuan kerja yung menguasai Informasi
. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi
« Waktu dan tempat pembuatan Informasi

- Bentuk Informasi yang tersedia, dan

. Jengka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Informasi tentang Peraturan,

KeEutusqn, dan/atau kebijakan Badan

Dokumen Pendukung

« Dokumen pendukung

. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan yang dibentuk

- Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan yang dibentuk

« Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk

« Perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk

. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
diterbitkan
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Informasi

Klasifikasi Setiap Saat
Informasi Publik.

Informasi tentang organisasi,
administrasi, kepagawaian, dan
keuangan

Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana

. Pedoman pengelolaan organisasi, administarsi, personil dan
keuangan

- Profil lengkap pimpinan dan pegawai

- Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya dan

- Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik

10
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Jangan lupa di

RLICI ng ruangan ini titip

P I p?layanlgn PPID bherikut
ormulir permohonan

e qya nan PPID nya yaaq, kalo bisa
ada buat

disabilitasnya, dan

tersedia air minum
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Ruang
Pelayanan
PPID.

12




Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana Diskominfo Kota Bogor

Tata Cara Layanan [— —
Informasi PuZIik. CJ

I ALUR PERMOHONAN INFORMASI I

PPID Pada Badan

Mengajukan Permohonan

FEMOHON INFORMASI

Menulis Surat/Datang Langsung:
DISKOMINED Keta Bogor/Website ppidkotabogor.go id

NV

PPID Membarikan Surat
huan Antars Lain i
. formasi L e
7 ¥ dengan Pemberitahuan
¥ Tertuils

Surat Keputusan Mengajukan
Penclakan PRID heberatan

lru,(..

Atasan PPID Badan
Publik Bersanghkutan

o

Atasan PPID

PPID Melaknanakan
Putusan Atasan FRID

wlsay Py pi
14 Hari Kerja

Pemahen Puas

Pemohon Informasi Dapat Mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik ke Komisi Informasi

PPID PEMERINTAH KOTA BOGOR 1

o ol R R R L R e e e i ———
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Tata Cara
Pengisian Formulir.

r-------------------l

FEMERINEAN KOTA BOGOR
AR MOASUNSLAS] AN IFORMATIA
B S b 88, B Tangan, Woms Bage, Ases Bt 18 SHTap

4 Data diri seperti: KTP A
Berikut Legalitasnya
dilampirkan di
permohonan informasi
public

EEFVOPY Fhasnte [ 1] RIS

e by b =]

(&

Ditanggapi
permohonan informasi
10 hari +7hari kerja

-

Dicatat di Register PPID —FF = =—_ 5
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-

Apabila Formulir
Permohonan informasi
telah diisi pemohon,
kemudian pemohon
menerima tanda terima
permohonan informasi
dari petugas layanan
informasi, maka tindak
lanjut permohonan
dilanjutkan dengan
mengisi pemberitahuan
tertulis oleh Petugas
Pelayanan Informasi.
Tanggapan tidak lebih
dari 10 hari bila kurang
diperpanjang 7 hari

~

Apabila permohonan
yang diminta disetujui
atasan PPID dan dikuasai
PPID maka proses
permohonan informasi
selesai

A J

( PEMOHON PUAS )

S

DNAS ROML S ERASE DPAN ISFORMATIRY
v e

Diskominfo Kota Bogor

mEEETTEEEA

it

Pl

|
|
|
|
J

Feemmmmmm—————TT

r_____J

e ]
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g )

4 A

Beluuuum, kalau
pemohon
informasinya merasa
keberatan...

Jadi

Karena data yang Pen ebq bn q
diminta berbeda atau awah |n|

ada penolakan
permohonan informasi yaa..

Kenapa kok ditolak??
emangnya bolehh?
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Penyebab
Penolakan C
Permohondn
Informasi. | -

Informasi yang Dikecualikan

Menetapkan dan merumuskan informasi dikecualikan Setiap
pernyataan informasi yang dikecualikan harus memuat
pertimbangan dan alasan logis serta hukum yang diperoleh/
dihasilkan dalam tahap analisa konsekuensi sebelumnya.
Pertimbangan yang dihasilkan sekaligus merupakan argumen
yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi dalom
pengujian informasi melalui pendekatan pasif.

Informasi yang dikecualikan
berdasarkan kerahasiaan

¥

KERAHASIAAN USAHA YANG SEHAT
Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 huruf b
. /
e N\

KERAHASIAAN NEGARA
Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Hurufa, b, c, d, e, f
N\ %
e N\
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf g dan h
N\ )

4 N\
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Kalo pemohon tidak puas
bisa mengajukan
keberatan ke
PPID?..emang bisaaa??.....

Diskominfo Kota Bogor

bissaa, makanya dijawab aja
kalo ada permohonan informasi
yang masuk, baik pemohon
datang langsung atau via email
..jangun lupa koordinasi dengan
PPID Utama(Diskominfo) dan
Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kota Bogor yaa..

r-------------------l

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan
dengan tahapan sebagai berikut :

[ 4 LANGKAH 1
Keberatan disjukan kepada atasan PPID dalam

i Angha wakhs paling lambat 30 (tiga puluh) hari
wana seteish dketemuban alssan

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Atazan PPID harus memberikan tangoapan atas pengajuan 3 z I

keberatan tersebut paling lambat 30 (bga puluh) hari ke

sojak diterimarya keberstan secars lenuiis, Apatals stssan * I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 menguatiian pulussn yang distapkon hawaharys maka
slsnan terluis drershan bersama Langganan ot d

AS

NDAK PUA
L { Jina pengaju keberatan Hha pergap keberatan elorman
- L3 Fas ot alasan pulin boak puas atas Langgapan
PPID, maka sengkets Atazan PPID, maka penysiezaian
weberatan selesa senghets rformasi public dapat
. .

disjuian kepada komisi informasi
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Trus, apa yang harus
kita lakukan? Caranya...

. )
Permohonan ditolak.
Pemohon tidak puas maka
dapat mengajukan
permohonan keberatan

kepada

- /

. )
Petugas Pelayanan
Informasi Publik
memberikan formulir
alasan Penolakan
Informasi Publik yang
diminta kepada Pemohon

CONBOH FORMAT ST KETUTLRAN I TENTAMG

FESOLAKAN FERMIINISAN PPORM A5 (ANCRAT A
PENERINTAM KOTA BOGOR

CHNAS KOMUMNBUASE DU INF DRI THCA

N
[r

SEILAT RIFLTUSAN P TENT ANG FINDLALAN FIEAKSIINAY

Sama

)
e Tt
[ ——————

YIS ek buiors fafermend o dimsbeen el

INPESLAGL TANG DIRBCUAL AN

Diskominfo Kota Bogor

Fryab s Fememinis o b e

FIMERINT AH KOTA

M B0 By 0L

A J

Pemohon informasi
mengisi formulir
pengajuan keberatan

Atasan PPID menjawab
keberatan dari Pemohon
Informasi

BOGOR-1&12)

LR
BINAS KOMUNIRASD BN IRFORMATIKA
AN e e, 387

T R o] v Lmate bk

INFORMAS B

B, LB G A A KRS

e T ——

FENTATAAN KEESRATAN ATAS FEMINTAAN
1

Frbgn otuciss

T TR AL A AF ™ ATt SRHBRATAS Vb oA BBIRIAN (T f
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Pemohon Informasi

Puas
‘ ﬁ PN R T BT
BBLLE A NI T AN PREM ATIEL
P
Talpe B2 KRGS e IV CG0R - 515
- Friawa Towgmais dlins FET o o Kobiraian
L et s Porwken
SELESAI -
s
ma fprral [
e

i i

L Tergupensime PP Al ieborman
b barbiashar parrahonan el perahan i o aban SR,
et stmar PP marberkan bargg apar setsgal barit

B Aeyakeian S FRD
Osva meimaan argEat shoa FHD atc hsbeman pErchon
/ \ i T mian b Eg bakuc

(RS y——
u Wersberien scbuge  piEvay ey e
4 Fenterkan nlorod vang drdhonksr semohar

Pemohon Informasi | | el
Tidak Puas -

PR Y L T TR s ——y
umd Terbebr seligion M knd rldma g dnea
pach.._fanggail..... [bdanl . .. (Tahun]

- J

4 N e ——
SENGKETA R —

INFORMASI PUBLIK

- J

sedang mengetik....

Dapet surat dari komisi
informasi nih perangkat
daerah (PPID Pelaksana)..

karena pemohon tidak
uas atas jawaban dari
eberatannya.
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Tenanggg lakukan ini
dulu yaaa

Pendampingan dan koordinasi ke
ppid utama dan bagian hukum setda
kota bo% r, buat dapat arahan yang
jelas, biasanya kumpulkan eviden
dati tahap permohonan sampai
dengan keberatan, dicatat tanggal
penerimaan surat, dlhltun berapa
hari kerja pengajuan keberatan,
siapkan data yang diminta berikut
alasan sanggahannya...

belum, nanti ada sura;
pan gllcmz dua
men ?‘lddlrl sidan
sengketa di komisi
informasi jawa barat
(jalan turangga)..
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Diskominfo Kota Bogor

22
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Sengketa
Informasi Publik.

Fermofensn hymys Bbik dge mergauiss
ST MCH  Wriuld  peds e RO
BenSataian Banar Sonyae LPAZAN SEdRY

s
.

an wrp wteh SRerrayl N0t
F k| el dan s PPD gy sk

memLathan Pemohonas intnemas Pubik

-

sty mwisks e ey bkt 1

b wea

LR SRAN MM PN PPD
Al g mats paing bt X har
g sl b B Fhs puda tabag mediasi Shasian

b i s Pai
Aan  PAD hans  membadie T leza.u’ medal et
~

EgEe S pegaes bebergyn ographgs cloh Pray Moms
St g Lt X P b gk e

saloh 5oty pASR BBw COFY PG
¥I5 TGRS Ml
ST, e ]

L Y

T
Jha pergaw hebergtan puts 235 athast
5 pias staan PO mela
- ‘serghety eberptan prices ﬂ
| e |
-
L]
ETT

0‘ Borhanl sy ek e

Potguast  aaar oeh
saat s S pard Dtk -

ProgiLan K
Sigusisn

WL WSS T
s

*

Jiup prreya bntegtn il orman

Prubi ks prs. it Earguagan =

atai PPD maka peopslesaion | Loony salr e sy pans R g Derieegheny tecany
serghty Infcrman Pubdh dapat | 1o
dapakan kopda Kome Informasl | Komvsl ilormanl paivg loreer T4 M keng soieat
Punat Sleimarys pubash twnebt, maka dapal menGapian
QI Vel i b 0T

h-------------

Untuk agenda sidang
kami dampingi yaa
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Ini yan
menyebabkan
sengketa
informasi publik.

SENGKETA INFORMASI

¥

Tidak disediakannya informasi berkala

Tidak ditanggapinya permintaan informasi

N 7N 7

Permintaan informasi tidak DITANGGAPI
SESUAI PERATURAN

Tidak dipenuhinya permintaan informasi

Dipungut biaya yang tidak wajar

N YN [
N N/ N N7 N

Penyampaian informasi yang melebihi waktu

o)
N
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faham kan sampai sini...
semoga kita terhindar
dari sengketa informasi
yaa amiin..

apabila hakim mengambil
putusan untuk mediasi maka
para pihak melaksanakannya
ya di hariitu juga

=
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Laporan
Keterbukaan
Informasi Publik.

e LIRS buat laporan aja bahwa
EVALUASI DARI kita harus melaksanakan
KI JABAR ( PREDIKAT) ini tiap tahun

(&

SELF ASSESMENT KETEREBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT
DAERAH, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NO 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMAS| PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

g s s e e s e [P O O ]

LAPORAN
KETERBUHAAN
INFORMASI PUBLIK

-]

N N [N NV vt I~ A

M I TA MO
Vabaib B

== —————————————
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Lampiran.

Perwal 70 Th 2022 Tata Cara

Layanan Informasi Publik

1 /

Menimbang Do

WALl KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BAKA'

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

bahwa dalam upaya menghasilkan pelayanan
informasi publik yang berkualitas, menjamin
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh
akses informasi publik dan dapat terwujudnya
tujuan penyelenggaraan informasi publik secara
akurat, benar, tidak menyesatkan, cepat, murah,
transparan dan akuntabel, perlu adanya Standar

Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor;
bahwa untuk lak k ke AN

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, kewajiban
Badan Publik untuk menyediakan informasi
publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata Cara
Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor;

Diskominfo Kota Bogor
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Lampiran.

Keputusan Wali Kota Bogor

Informasi secara lengkapnya, bisa scan qgr ini

BARAT
EPUT

1 KOTA BOGOR

NOMOR 042/ Kep.39-Diskominfo/2022

JABAT PENGELOLA INFOI
PEJABAT JRMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
INTAH DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang

telah  ditetapkan
Kota Bogor Nomor

Utama “rta
Dokumentasi Pembantu
Dac

Bogor tan

a dalam rangka pengelolaan
okumentasi publik di lingk
werah Kota Bogor yang efekrif da
rangka melaksanakan
Nomor 1 Tahun 2021
i Publik, maka

dimaksud

Keputusan
a  hun

¢ bahwa berdasarl
dime

pertimbangs
sud pada huruf a «

Keputus: Wali Kota
Dolku
Pengelola  Informasi £ 51
mbantu i Lingkungan Pemerintah Daerah

Mengingat )]

Korupsi
Republik Indo:

(Lembaran
hun 1999 Nomor 75, Ta

ndang Nomor 14 Tahun 2008
an Informasi  Publik  (Lembaran
Republik Indon Tahun 2008 Nomor 61,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
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Dinas komunikasi dan
informatika Kota Bogor® 2024



